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ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of KRégency Regent Regulation Number 29 of
2018 concerning Protection and Fulfillment of the RigbtsPersons with Disabilities in Klaten
Regency, especially educational rights. The research mhatbed in this research is a descriptive
qualitative research method, the data used was obtaimedigh literature studies using secondary
data obtained from internet media. The research reagsbased on the implementation theory
presented by Edward Il with 4 indicators, namely comication where the Klaten Regency
government through the Social Service for Women's Empwemer Child Protection and Family
Planning has launched a website-based application, nafetidifa, to facilitate data collection on
people with disabilities, then in the resource indicatorasviound that there were 11,731 people people
with disabilities in Klaten Regency, 14 SLBs, and 95usiee schools as well as funds spent for Basic
Social Rehabilitation of Abandoned People with Disabilittdsandoned Children, Abandoned Elderly
People, and Homeless Beggars Outside Social Instittion2023 require a budget of IDR
212,770,000, next In the disposition indicator, it was that the Education Office in Klaten Regency
obtained a community satisfaction index score of B, wstichvs that the performance of the Education
Department is quite good. In the last indicator, nantleéybureaucratic structure, the Klaten Regency
Education Office has a complete and structured organizatistnacture and has also issued several
SOPs. However, there are still several problems that beistddressed immediately, such as the lack
of facilities and teaching staff.

Keywords: Policy, Education, Persons with Disabilities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasafean Bupati Kabupaten Klaten Nomor
29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Halydhdang Disabilitas di Kabupaten
Klaten, khususnya hak pendidikan. Metode penelitian yhggnakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian kualitatif deskriptif, data yang digkan diperoleh melalui studi literatur dengan
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari medianigtteHasil penelitian berdasarkan teori
implementasi yang disampaikan oleh Edward Il dengaindikator yaitu komunikasi dimana
pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial Penmdyaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana telah meluncukan aplikasi b&gbavebsite yaitu Askidifa untuk
mempermudah pendataan difabel, kemudian pada indikatmber daya ditemukan terdapat 11.731
orang penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, 1B,Slan 95 sekolah inklusi serta dana yang
dikeluarkan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandaisgbilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di LuartPaosial tahun 2023 membutuhkan anggaran
sejumlah Rp 212.770.000, selanjutnya pada indikatorodispditemukan bahwa Dinas Pendidikan di
Kabupaten Klaten memperoleh nilai indeks kepuasan malsytaB yang menunjukkan bahwa kinerja
Disdik sudah cukup baik, pada indikator terakhir yattwktur birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten memiliki struktur organisasi yang lengkap darstierktur juga telahmengeluarkan beberapa
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SOP. Namun, masih ditemukan beberapa permasaladayn hyarus segera diatasi, permasalahan
tersebut seperti kurangnya fasilitas dan tenagdigin

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Penyandang Disabilitas.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki fungsi sebagai instrumen untugningkatkan dan memajukan kualitas
potensi manusia. Proses pendidikan melibatkan garb&omponen yang saling
mempengaruhi dan saling ketergantungan, mirip desgatu sistem (Arifin, Zainal: 2014).

Negara Indonesia telah menjamin hak pendidikan lsagiruh warga negaranya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undawgutdy Dasar Negara Republik
Indonesia: "Setiap warga negara berhak mendapdidiean”. Dengan demikian, berdasarkan
regulasi tersebut, menjadi tanggung jawab negaifi, tihgkat pusat maupun daerah, untuk
memastikan ketersediaan akses pendidikan seoptimagkin bagi seluruh penduduk. Hak
pendidikan ini juga mencakup orang-orang dengarutkélan khusus atau penyandang
disabilitas (Fauzan: 2017).

Penyandang disabilitas mengalami berbagai kendefdat fisik, dan sensorik dalam
kehidupan mereka yang dapat membatasi partisigdeamndmasyarakat. Daerah otonom juga
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak-pakyandang disabilitas, diartikan
sebagai kemampuan untuk memikul beban tanggungbjayemg timbul dari kegiatan
seseorang dalam memenuhi kualifikasi, tugas, dgiaten tersebut. Negara dianggap mampu
memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 28 | Ayat (4)adg-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan perlunyandwelgi, memajukan, menegakkan, dan
melaksanakan hak asasi manusia dengan mengguna#tamtdn yang terkait dengan
negara/pemerintah itu sendiri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenfastgm Pendidikan Nasional
menegaskan hak yang sama bagi setiap warga nagakarmemperoleh pendidikan bermutu,
penyandang disabilitas, terutama anak-anak, saingkengalami perlakuan diskriminatif
dalam memperoleh hak-hak mereka, termasuk halpatatidikan (Prayoga: 2020).

Ketidaksetaraan kondisi fisik dan psikis penyandaigpbilitas membuat mereka
sangat membutuhkan perlindungan khusus, terutataendenteks pendidikan.

Dalam upaya melindungi penyandang disabilitas, asuk hak akses pendidikan

mereka, dibuatlah Undang-Undang No. 8 Tahun 20d&ng Penyandang Disabilitas, yang
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mencabut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandanat Gaedang-Undang ini menegaskan

bahwa:

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelargen hidup setiap warga negara,
termasuk penyandang disabilitas, dengan membeki&gdndukan hukum dan hak asasi
manusia yang sama seperti warga negara Indonesiga bagian integral dari
masyarakat.

b. Mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia hiddglam kondisi kerentanan,
keterbelakangan, dan/atau kemiskinan karena ke#sdog hambatan, kesulitan, dan
berkurangnya atau hilangnya hak-hak mereka.

c. Untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatanpeagandang disabilitas untuk
hidup sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminaspedukan peraturan perundang-

undangan yang menjamin pelaksanaan hal tersebut.

Keberadaan undang-undang tentang penyandang desb#eharusnya menjadi
dorongan bagi pemerintah daerah untuk membuataketrijhukum yang mempertimbangkan
kepentingan penyandang disabilitas, khususnya datagram-program pemerintah terutama
di bidang pendidikan. Penting untuk diingat bahvemdgalan pemerintah daerah dalam
memperhatikan hak pendidikan penyandang disabdiégst menjadi penilaian keberhasilan
atau kegagalan program dan kebijakan pemerintaialdaalam mencapai tujuan negara yang
jelas tercantum dalam UUD Negara Republik Indonésiaun 1945, yaitu mencerdaskan

kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi fikadi: 2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 40 ayat nfjghyatakan bahwa
"pemerintah daerah wajib menyelenggarakan danfataufasilitasi pendidikan penyandang
disabilitas sesuai dengan amanahnya pada semuggails, dan jenjang pendidikan”. Dengan
demikian, pemerintah daerah berkewajiban memastikamenuhan hak pendidikan
penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Kabupdtgan Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang DisabMiasal 18 ayat (1) menyatakan
bahwa "pemerintah daerah wajib menyelenggarakadigi&an inklusif bagi penyandang
disabilitas". Pemerintah daerah memiliki dasar yaolid dan wewenang yang luas dalam
mengatur serta mengelola sistem pendidikan secaayeturuh, termasuk pemberian
pendidikan kepada individu dengan disabilitas. fgkfi& Hadi: 2019).
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Dalam konteks ini, banyak difabel di Kabupaten &tatyang mengalami kesulitan
untuk mengakses pendidikan karena jumlah sekolaly yaasih terbatas dan mereka juga
sering kali mengalami stigma di sekolah inklusilaBeitu, orang tua dari anak-anak normal
cenderung menarik diri, merasa bahwa anak-anak kadidak setara ketika bersekolah
bersama difabel (Arifin, Zainal: 2014). Oleh karehg dibutuhkan kesadaran dari semua

pihak terkait mengenai posisi anak-anak difabetmigbendidikan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menilaijaséh mana hak pendidikan
penyandang disabilitas telah diwujudkan di Kabupdt&ten. Untuk mengetahuinya, kami
akan mengevaluasi kebijakan apa saja yang telatbdialeh Pemerintah Daerah Kabupaten

Klaten.

KAJIAN PUSTAKA
Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang mheka® perhatian khusus
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalamek®npendidikan, pekerjaan, dan
pelayanan kesehatamBanyak penelitian terdahulu menekankan pentingnyamamami
kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penggndsabilitas untuk menciptakan
lingkungan yang inklusif dan mendukung. Beberajgadiur juga menggambarkan perubahan
paradigma dari pendekatan medis yang menekankaa ketgrbatasan individu menuju
pendekatan sosial yang menitikberatkan pada hakdhakpotensi penyandang disabilitas.
Dalam ranah pendidikan, literatur kajian pustakangkali menyoroti upaya-upaya untuk

meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, dantasgbendidikan bagi penyandang disabilitas.

Menurut Goffman (dalam Allo 2022), penyandang digals memiliki keterbatasan
dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Menuhutlang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,
setiap orang yang mengalami gangguan kemampuén ifiselektual, mental, atau sensorik
dalam jangka waktu lama dapat dianggap sebagaapedayg disabilitas. Gangguan-gangguan
ini dapat menjadi hambatan bagi anak-anak penyandiaabilitas untuk berpartisipasi dalam

masyarakat pada tingkat yang sama.
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Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitagl@hesia menjadi fokus
perhatian dalam literatur terkait. Salah satu Hakypndang disabilitas yang disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyan@asapilitas yaitu Hak untuk
memperoleh pendidikan. Dalam konteks pendidikaerdiur banyak membahas upaya-upaya
untuk mewujudkan inklusivitas di sekolah-sekolalm dmiversitas, sejalan dengan prinsip-
prinsip Konvensi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2f&liang Penyandang Disabilitas di
Indonesia menjadi landasan hukum yang mendorongujednya pendidikan inklusif dan

setara.
K ebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bhideaesia adalah negara
kesatuan, dan daerah-daerah di dalamnya bersifabwt atau administratif. Untuk menjaga
dan menjamin pemahaman bahwa setiap anak penyadsaibgitas memiliki hak yang sama
terhadap pendidikan dan peluang hidup sejahtenadimadan tanpa diskriminasi, dibutuhkan
regulasi atau kebijakan khusus yang mengatur dejetgs hak pendidikan bagi penyandang
disabilitas. Aturan tersebut tertuang dalam PeaatiBupati Klaten Nomor 29 Tahun 2018
mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyamiaabilitas di Kabupaten Klaten
menyatakan di Pasal 20 bahwa lembaga pendidikaajidkan menyediakan minimal satu
sekolah inklusif pada tingkat Pendidikan Anak UBiai dan Pendidikan Dasar di setiap

Kecamatan.
Implementasi K ebijakan

Model teori implementasi kebijakan yang digunakaaoch penelitian ini adalah
menggunakan teori dari Edwards 11l (1980), yaituotiél Direct dan Indirect Impact on
Implementation”. Edwards menyatakan ada 4 varighej menentukan keberhasilan dalam

mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi, mencakup kejelasan informasi yang dskan oleh pemerintah daerah
kepada para penyandang disabilitas di Kabupateteila
b. Sumber daya, berkaitan dengan segala sumber daya dgapat digunakan untuk

mendukung keberhasilan.
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c. Disposisi, mencakup perilaku atau karakteristik yadenggara pendidikan dalam
menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dstagimplementasian kebijakan.

d. Struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlatompleks dan terpecah-belah dapat
mengurangi efektivitas pengawasan, menghasilkasepo birokrasi yang rumit, dan

menyebabkan kekakuan dalam aktivitas organisasi..
METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendakahetode penelitian deskriptif
kualitatif. Metode ini bertujuan memberikan pengala terhadap fenomena-fenomena yang
terjadi pada masa kini dan menguraikan secaransasi® benar, dan akurat fakta-fakta atau

ciri-ciri, serta hubungan antara fenomena-fenonyamg diteliti.

Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh ahélpengumpulan data sekunder,
yang merujuk pada informasi yang sudah ada dalarbabei format. Sumber data ini
melibatkan data statistik atau informasi yang teladtah untuk keperluan statistik, biasanya
dapat ditemukan di instansi pemerintah, layanarinési, perusahaan swasta, atau badan lain
yang terlibat dalam pengelolaan data. Umumnya, dekainder terdiri dari bukti sejarah,
catatan, atau laporan yang diambil dari arsip-aggpg sudah diterbitkan atau belum
diterbitkan (data dokumenter). Dalam penelitiandaita sekunder diperoleh dari artikel, berita,

majalah, jurnal, dan sumber lain yang dapat diaksglalui internet (Nisa: 2019).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalarfakokan penelitian ini, yaitu
sebagai berikut:

a. Reduksi data: pembuatan resume atau rangkuman atep tseleksi data yang
diperlukan dalam penelitian.

b. Penyajian data: dilakukan dengan menguraikan setag&at, gambar, tabel, kolom,
dan bagan dari hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan: tahap penafsiran daa sertagewaluasi kegiatan berupa
penjelasan terkait data yang diperoleh (Santy: 021
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten

Klaten

Hak pendidikan merupakan hak fundamental bagi skluanggota masyarakat,
termasuk penyandang disabilitas. Pendidikan merjadutuhan dasar bagi manusia guna
meningkatkan martabat hidupnya. Oleh karena itongsmtah memiliki tanggung jawab untuk
memberikan layanan pendidikan yang berkualitas d@&ga@mua warga, tanpa terkecuali bagi
mereka yang menghadapi keterbatasan fisik atauspsinak-anak dengan keterbatasan
tersebut perlu mendapatkan fasilitas pendidikarg y@disesuaikan dengan jenis dan tingkat
keterbatasannya. Pemerintah memastikan pemenuhaumukan ini dengan mendirikan
Sekolah Luar Biasa (SLB), di mana penyandang ditsbiiberikan peluang setara sebagai
penyelenggara pendidikan, guru, tenaga kependiditan pesera didik. Prinsip ini telah
diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentangdhelang Disabilitas, serta PP Nomor
13 Tahun 2020 mengenai Akomodasi yang Layak unésleRa Didik Penyandang Disabilitas
(Aisyah, dkk: 2020).

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahd8 20enegaskan komitmen
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam membepg&dmdungan dan pemenuhan hak
pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemerikitupaten Klaten menetapkan bahwa di
setiap kecamatan, minimal harus tersedia satu &eKalar Biasa (SLB). Dalam regulasi
tersebut, penyelenggara pendidikan diwajibkan unmekyediakan sarana dan prasarana yang
memadai, serta menghadirkan tenaga pendidik yamgemehi standar di setiap SLB. Lebih
lanjut, banyak sekolah di Klaten telah melaksanglerdidikan inklusif sebagai wujud nyata

dari peraturan tersebut.

Faktor Yang Mempengar uhi Impementasi K ebijakan
Komunikas

Komunikasi dalam dalam pemerintahan adalah elemeai gang sangat penting untuk
menjaga kelancaran dan efektivitas dalam mengimgiasikan suatu kebijakan. Pemerintah
perlu berkomunikasi dengan publik untuk menjeladtetijakan, memberikan informasi yang
jelas, dan membangun kepercayaan. Pentingnya k&asimialam pemerintahan tidak hanya

terletak pada penyampaian informasi, tetapi jugdap@embangunan hubungan yang kuat

Santika Febriana, dkk | Penemuhan Hak Pendidikan...



FE \ E A Volume 04 No 01 Tahun 2024
Jurnal limu Sosial I SSN: 2808-7267 (online)

antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yaag Inembantu menciptakan
pemerintahan yang responsif, transparan, dan efd#ttibungan antara komunikasi dan
keberhasilan implementasi kebijakan sangat eratsdlng terkait. Komunikasi yang efektif
memainkan peran kunci dalam mengantarkan kebijpleanerintah dari tahap perencanaan
hingga pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat térfgbak-pihak yang dituju dalam kebijakan
yang dibuat sangat diperlukan dalam proses pendmmiiieputusan. Komunikasi yang
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilantlsgu dapat meningkatkan tingkat
penerimaan dan keterlibatan dalam implementasjdemn. Masyarakat yang merasa terlibat
cenderung lebih mendukung dan patuh terhadap kebijgersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh MaliB2@) yang berjudul “Pemenuhan
Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabem Bandung” menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Bandung berkomunikasi dengam anengumpulkan dan
menyelenggarakan sosialisasi teknis guna memastie@nenuhan hak pendidikan bagi
penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Klatdmgai penyelenggara pendidikan
berusaha untuk memenuhi hak-hak penyandang disabikalah satunya adalah hak
pendidikan bagi anak difabel. Dalam website resmbuipaten Klaten (klatenkab.go.id)
menyatakan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan PererRpdandungan Anak dan Keluarga
Berencana pada puncak peringatan Hari Disabilitasriasional pada Desember 2023
meluncurkan sebuah aplikasi Askidifa, yaitu sebaplikasi berbasis website yang berguna
untuk penyediaan data dan informasi penyandangitiiaa. Selain itu, pada peringatan Hari
Disabilitas Internasional, pemerintah juga secasmi menetapkan masa bhakti 2023-2028
untuk Komite Disabilitas Kabupaten Klaten. Kebemt&omite ini diharapkan dapat menjadi
wadah untuk mengadvokasi dan memastikan pemenualkandk disabilitas, serta mendukung

Kabupaten Klaten dalam upayanya menjadi salahksdtupaten inklusif di Indonesia.

Sumber Daya

Sumber daya, baik itu dalam bentuk finansial, menwagau fisik, merupakan fondasi
yang mendukung seluruh proses pelaksanaan kebijikierhasilan implementasi kebijakan
juga bergantung pada ketersediaan dan kualitasesutialya manusia yang terlibat. Pelatihan
yang memadai, pengalaman, dan komitmen staf petalkrdan pihak terkait lainnya sangat

penting. Tenaga kerja yang terampil dan berkuahtasingkatkan efisiensi dan efektivitas
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pelaksanaan. Infrastruktur yang memadai, sepdain,jgembatan, fasilitas pendidikan, dan
lainnya, juga sangat mendukung implementasi kehijaKSumber daya manusia sebagai
pelaksana sangat berpengaruh dalam menentukarhksben suatu kebijakan. Berikut data
jumlah difabel di Kabupaten Klaten menurut data 3TK

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten

NO JENIS DIFABEL JUMLAH

1 Disabilitas Fisik 2.998
2 Disabilitas Intelegensi 2.876
3 Disabilitas Mental 2.332
4  Disabilitas Sensorik 3.525
TOTAL 11.731

Sumber: Website Resmi DTKS Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian berjudul “Pemenuhan Hak idiéah Bagi Penyandang
Disabilitas di Kabupaten Bandung” yang dilakukaghd\alik pada 2020 lalu diperoleh bahwa
pemenuhan hak pendidikan bagi difabel di Kabup&andung diwujudkan melalui sistem
pendidikan inklusif, di mana siswa penyandang disab berhak mendapatkan pendidikan di
sekolah umum atau reguler yang tersedia di Kabogaedung tanpa pengecualian.Diperoleh
informasi dari Dinas Pendidikan Republik Indonesaacatat bahwa jumlah Sekolah Luar
Biasa (SLB) yang ada di Provinsi Jawa Tengah men@B31 sekolah. Di tingkat Kabupaten
Klaten sendiri, terdapat 14 SLB. Sekretaris PessaRenyandang Disabilitas Klaten (PPDK),
Setyo Widodo menyampaikan bahwa “diketahui bahwalgh sekolah inklusi di Klaten
mencapai sekitar 95 sekolah dari tingkat PAUD, 8idgga SMP/Sederajat”. Akan tetapi,
angka ini masih jauh lebih sedikit jika dibandingk@dengan jumlah difabel di Klaten yang
mencapai 11.371 dan juga desa/kelurahan di Klaaeg ynencapai 401.

Meskipun telah disediakan fasilitas pendidikan kisuslan inklusif, masih banyak
penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang iileéringkat pendidikan rendah. Setyo
Widodo, Sekretaris PPDK Klaten, mengatakan bahwabdkyakan difabel tidak memiliki
ijazah, dan sebagian dari mereka hanya lulusan EiXtor utama yang menyebabkan banyak
difabel tidak bersekolah adalah adanya stigma Isdaraperasaan minder. tigma sosial, yang
dapat dimaknai sebagai memberikan ‘label' tertemtiuk memengaruhi persepsi orang

terhadap individu atau kelompok, menyebabkan pedgmyn disabilitas merasa kurang
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berkeinginan untuk bersekolah, merasa malu, reddghdan bahkan menghindari interaksi
sosial, sehingga menjadi penghambat bagi merekandalengakses pendidikan.

Masalah lain yang dihadapi oleh para difabel méiligkses dalam mengikuti kegiatan
pendidikan, terutama bagi penyandang disabilitasaldisabilitas daksa, yang mengacu pada
ketidakmampuan tubuh dalam melakukan aktivitas riepeang normal pada umumnya,
disebabkan oleh faktor fisikologis, fisiologis, deglainan struktur atau fungsi anatomi tubuh.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengakui bahvieréediaan SLB dan sekolah
inklusi di wilayah tersebut masih kurang dan tidakrata. Pada tahun 2013, terjadi kasus
penolakan penyandang disabilitas saat mendaftaBMP N 2 Delanggu, dikarenakan
kekurangan sumber daya manusia, terutama kurangmyiah guru pendamping khusus
(GPK).

Dalam rincian belanja Pemerintah Kabupaten Klatahuh Anggaran 2023, kegiatan
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitadamtar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Fansial yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungak, Aengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana membutuhkan anggaran sejuml&iR@70.000 untuk tahun 2023 dan
Rp 634.826.000 untuk tahun 2024 (pppid.klaten.yo.id

Disposisi

Disposisi mengacu pada perilaku atau karaktenstitg dimiliki oleh penyelenggara
pendidikan dalam menghadapi berbagai permasalarantgriadi dalam pengimplementasian
kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukaehoRiyadi (2021) yang berjudul
“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Bigadi Tinggi Bagi Penyandang
Disabilitas di Yogyakarta” menunukkan bahwa penygtmra pendidikan tinggi di
Yogyakarta belum mampu memenuhi hak atas pendidikghpenyandang disabilitas.

Berikut ini nilai kepuasan masyarakat terhadapyagian yang telah diberikan oleh

Dinas Pedidikan Kabupaten Klaten.
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Tabel 2. Indeks Kepuasan Masyar akat Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Nilai IKM Nama Layanan DINAS
PENDIDIKAN

Responden
Jumlah = 881 Orang
Jenis Kelamin
L =273 Orang
P =608 Orang
Pendidikan
SD =22 Orang
81 1 SMP = 15 Orang
. SMA =19 Orang
D=1 Orang
D Il =6 Orang
D Ill = 6 Orang
S1 =732 Orang
S2 =79 Orang

Periode Survey = 02 Jan 2023 sd 28
May 202!

Sumber: Website Resmi Dinas Pendidikan KabupatateK!

Berdasarkan hasil pengukuran survey kepuasan naksyadi Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten pada semester tahun 2023 yangdiamudi analisis dan mendapatkan
kesimpulan bahwa mutu pelayanan di Lingkungan Riddiaten berdasarkan Peraturan
Menteri PAN Nomor 14 Tahun 2017 dapat dikategoriB#iK. Hal tersebut menunjukkan
bahwa masyarakat cukup puas dengan pelayanan sfahgdiberikan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten sudah cukup baik dan cukup menamastermasuk juga pelayanan
pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Namun, masih ditemukan beberapa hal yang menjadghaenbat terlaksananya
pendidikan bagi difabel di Klaten. Dikutip dari smya.solopos.com pada tahun 2013 lalu
terdapat salah satu sekolah inklusi di Klaten yangnolak pendaftaran anak difabel
dikarenakan kurangnya tenaga pendidik dan saramg@sarana khusus bagi penyandang
disabilitas di sekolah tersebut. Oleh karena ithahpkan Dinas Pendidikan di Kabupaten
Klaten lebih memperhatikan lagi sarana dan prasagaria ternaga pendidik bagi penyandang
disabilitas di Sekolah Luar Biasa maupun sekol&wlaé inklusi di Kabupaten Klaten.

Struktur Birokras

Struktur birokrasi dalam pengimplementasian kelijpknempunyai tanggungjawab
untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan standayapan dan standar operasional

prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Stapglerasional prosedur perlu diterapkan
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dalam sebuah organisasi untuk mempertahankan \efaktdan efisiensi organisasi tersebut
(Akbar: 2020).

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, maka rknjadi acuan dalam
penerapan suatu kebijakan dimana akan ada pembagas setiap individu atau bidang
sehingga tanggungjawab dalam pelaksanaan daphateténgan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olebyRdi, dkk (2020) yang berjudul
“Membaca Aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposgilsin Struktur Birokrasi Dalam
Kebijakan Publik: Studi Implementasi program PetiamPeningkatan Kemampuan Keluarga
Dinas Sosial Kabupaten Cilacap” menyatakan bahwktst birokrasi sangat berperngaruh
signifikan dalam keberhasilan suatu pengimplemémiakebijakan, semakin baik struktur
birokrasi maka akan semakin berhasil pula kebijglearg diimplementasikan.

Sesuai dengan isi Perbup Klaten No. 54 Tahun 26@tang Kedudukan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidiabupaten Klaten, Disdik mempunyai
tugas untuk membantu pelaksanaan urusan pemenntidiam bidang pendidikan. Dalam
melaksanakan urusan pendidikan, Dinas Pendidiképaten Klaten juga memiliki struktur

organisasi dan pembagian tugas yang tersusun déagasehingga mudah dimengerti.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupatendflatigambarkan secara lengkap
di dalam website resminya dan juga dilampirkan maReraturan Bupati Klaten Nomor 54
Tahun 2021. Dalam website resmi Disdik Klaten jumatera penjabaran tugas dan
tanggungjawab dari pelaksana kebijakan serta égiga Standar Operasional Prosedur (SOP)
dalam melaksanakan suatu kegiatan atau programggghsetiap pegawai dapat bekerja sesuai

dengan tugas dan tanggungjawab yang telah ditemtuka
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Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
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Dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi penyandasabilitas, Kepala Dinas
bertanggungjawab untuk merumuskan dan melaksariaaakan yang diambil. Kemudian
tugas dari sekretariat dinas adalah melakukan medg@sian dan penyusunan program serta
anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kehij@e&lanjutnya program kegiatan akan
dilaksanakan oleh masing-masing subbagian dan madiaik dari bagian pembinaan
pendidikan anak, bagian pembinaan pendidikan SBiabapembinaan sekolah menengah

sampai dengan bagian pembianaan ketenagaan (vekkldeten.go.id).
KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah diahdapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan tentang perlindungan dangmernan hak bagi penyandang disabilitas
di Kabupaten Klaten khususnya hak pendidikan telildksanakan sesuai dengan peraturan

oleh penyelenggara pendidikan dan mendapatkan hakil indeks kepuasan masyarakat B

Santika Febriana, dkk | Penemuhan Hak Pendidikan...



FEN< MENA Volume 04 No 01 Tahun 2024

Jurnal limu Sosial I SSN: 2808-7267 (online)

yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas degmglaganan yang diberikan oleh
penyelenggara pendidikan khususnya Dinas Pendidikbapaten Klaten.

Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalah@lamd pemenuhan hak
pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabup#tkten. Beberapa hambatan tersebut
mencakup keterbatasan jumlah Sekolah Luar BiasB)(8&n sekolah inklusi, terutama di luar
kecamatan, yang belum mampu menampung seluruhdifiadlel. Selain itu, jarak yang jauh
dari tempat tinggal para difabel, khususnya bagaliiitas daksa, menyulitkan akses ke SLB
dan sekolah inklusi. Sarana dan prasarana khusuis difabel juga masih terbatas, begitu pula

dengan ketersediaan guru pendamping khusus urfabeti

Dengan adanya permasalahan-permasalahan terselnatrapkan pemerintah
Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara pendidikgera mengambil langkah-langkah
kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tersélwjuannya adalah agar para

penyandang disabilitas dapat memperoleh hak péwadidnereka secara penuh dan adil.
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